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PRAKATA EDITOR

Sebagai penguatan tradisi intelektual publik, di Prodi Ilmu 
Pemerintahan kami secara rutin setiap semester mengundang 
penulis dari beragam latar belakang untuk bergabung dalam 
proyek penulisan buku. Seri buku ini adalah yang keempat selama 
pandemik Covid-19 berlangsung. Kami sebagai editor yang 
ditunjuk prodi merasa sangat senang dan menikmati kerenyahan 
beragam tulisan dari beragam generasi dan asal universitas.  Dalam 
book chapter yang kami edit kami menemukan payung setidaknya 
tercermin dalam judul buku dan pembagian bab di dalamnya. 
Semoga ini ikhtiar terbaik kita semua untuk mengapresiasi 
beragam tema dan karya yang dikirim kontributor.  Beberapa 
catatan editor secara singkat sebagai berikut. 

Dalam bab pertama yang diberikan judul Governance, Krisis, 
dan Inovasi di Masa Pandemi Covid-19 memuat sembilan artikel 
yang sebagian disatukan oleh gagasan tentang tata kelola atau 
kolaborasi dan beragam model inovasi serta sebagian ditulis 
dalam konteks respon atas krisis yang terjadi baik bencana alam 
atau bencana pandemi yang sejatinya tak dapat dipisahkan dari 
kondisi ekologi secara holistik. 

Bab kedua disematkan judul Politik Elektoral di Masa 
Pandemi Covid-19 memuat dua tulisan yang sangat monumental 
perihal praktik demokrasi elektoral dan evaluasi kepemiluan 
yang terdiri dari tulisan Bambang Eka dan Edward Trias P. yang 
mengoreksi praktik desa anti-politik uang perspektif netizen 
dengan mendayagunakan kecanggihan mesin pelacak opini 
media. Sementara Ridho Al-Hamdi dan Sakir menganalisis faktor 
penyebab suara tidak sah dalam pilkada serentak di era pandemi 
khususnya di Kabupaten Sleman. 

 Bab ketiga yang menghadirkan lima buah tulisan ini 
dikerangkai dalam judul bab Demokrasi dan Gender di Masa Publish
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Pandemi Covid-19. Demokrasi yang dibaca secara langsung dan 
menggunakan mesin digital atau mengobservasi keragaman 
dinamika demokrasi di ruang-ruang cyber politics, juga pembacaan 
dalam konteks politik lokal di era desentralisasi sangat menarik 
karena keragaman situasi politik lokal. Terakhir adalah Bab 4 yang 
terdiri dari tujuh artikel yang mendiskusikan peran masyarakat 
sipil, kekuatan-kekuatan demokratis, dan arus informasi 
komunikasi di saat pandemi yang mengisyaratkan bahwa 
diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas kekuatan, dan gagasan 
demokratisasi informasi untuk mendapatkan ketangguhan 
masyarakat dan tata pemerintahan yang partisipatif. 

Dari total naskah yang masuk kami berusaha mengakomodir 
sebagai apresiasi dan apabila dalam penyuntingan, editing, terdapat 
kurang dan salah mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sebagai 
penutup kami mengucapkan terima kasih kepada penulis dan 
prodi Ilmu Pemerintahan UMY yang memungkinkan buku ini 
dapat hadir di tengah-tengah kita semua. 

Yogyakarta, 10 Maret 2022

Tim Editor 
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KATA PENGANTAR

DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY
KEBANGKITAN POLITIK MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA 

DI TENGAH KEMUNDURAN DEMOKRASI

Politik masyarakat sipil, sempat terpinggirkan dalam kajian 
ilmu politik dan pemerintahan yang cenderung berfokus pada 
ranah masyarakat politik dan domain kekuasaan. Menguatkan 
kajian ekonomi politik, mendorong kajian-kajian ilmu politik 
dan pemerintahan bergeser ke domain masyarakat ekonomi dan 
dinamika kekuasaan yang mengikutinya. Berabad-abad kemudian 
negara dan masyarakat sipil kurang mendapat perhatian, bahkan 
kajian tentang masyarakat sipil sering dianggap sebagai kajian 
pinggiran dari ilmu politik dan pemerintahan. Namun begitu 
seiring dengan merosotnya kualitas demokrasi kita, seiring 
dengan kemunduran demokrasi yang sedang kita alami, para 
ilmuwan politik mulai melirik kembali peran civil society dalam 
mendukung dan mempertahankan demokrasi.

Kekhawatiran akan gagalnya demokrasi dan kemunduran 
demokrasi, membuat kajian tentang civil society kembali mendapat 
perhatian. Keterlibatan masyarakat sipil seolah menjadi pe-nawar 
terhadap persoalan kemunduran demokrasi ketika instrumen 
demokrasi lainnya mengalami kemerosotan peran yang signifikan. 
Partai Politik yang dikuasai oleh para oligarki, Parlemen yang 
semakin tidak bisa dipercaya, Pemerintah yang korup, Pers yang 
gagal berfungsi sebagai penyeimbang, dan sistem pengadilan yang 
juga kehilangan kepercayaan publik seolah menempatkan civil 
society sebagai pilar terakhir yang mempertahankan bangunan 
demokrasi dari kerusakan total. Publish
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Organisasi masyarakat sipil yang bercirikan voluntarisme dan 
egaliterianisme, merupakan tempat yang paling potensial untuk 
menyemai benih demokrasi. Kehadiran organisasi masyarakat 
sipil dalam tata kelola pemerintahan merupakan sebuah 
kebutuhan, terutama untuk mencegah dan menutupi kegagalan 
negara maupun kegagalan pasar dalam memenuhi tuntutan 
masyarakat. Di negara demokrasi baru seperti Indonesia, 
kewarganegaraan yang rapuh, institusi yang lemah, korupsi 
merajalela, dan warga negara yang merasa tidak berdaya adalah 
realitas politik saat ini. Membicarakan masyarakat sipil pada 
dasarnya adalah memperkuat politik kewarganegaraan, dengan 
harapan mendorong pemberdayaan masyarakat sipil terutama di 
hadapan negara dan pemilik modal. Persoalannya adalah apakah 
ada alternatif untuk kegagalan politik dan keterpisahan warga 
negara dari urusan publik? Tentu jawabannya tidak dan hampir 
mustahil memisahkan warga negara dari urusan publik. 

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan termasuk 
Indonesia menyajikan banyak fakta ketidakberdayaan negara 
dan kegagalan politik dalam menangani berbagai persoalan 
yang timbul, sejak pelayanan kesehatan, vaksin, maupun dalam 
pengendalian pandemi dalam hal ini pemberlakuan karantina atau 
pembatasan sosial. Di sisi yang lain para pengusaha yang berada 
pada domain masyarakat ekonomi, sibuk mengejar keuntungan 
berlimpah yang ditimbulkan dari ketakutan dan horor yang 
timbul akibat penanganan pandemi yang kacau balau. 

Masyarakat sipil adalah sebuah hubungan dan kegiatan 
yang membentuk hidup kita, hal-hal yang kita lakukan sebagai 
warga sipil, secara bebas dan sukarela, dalam hubungan dengan 
orang lain, di luar negara dan pasar. Kesejahteraan sosial sangat 
ditentukan dalam dan melalui hubungan kita di masyarakat 
sipil. Pengalaman perawatan dan kepemilikan kita dibentuk 
oleh hubungan-hubungan ini. Selama lebih dari seabad, gerakan 
politik, pemerintah, dan kebijakan publik telah memfokuskan 
hampir secara eksklusif pada negara dan pasar, dan mengabaikan 
masyarakat sipil. Hubungan masyarakat sipil bersifat horizontal, Publish
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relasional, dan sukarela. Interaksi warga dengan negara bersifat 
vertikal dan koersif. Interaksi bisnis-pelanggan adalah pertukaran 
moneter (transaksional). Ketika gerakan politik, pemerintah, 
dan kebijakan publik memusatkan perhatian secara eksklusif 
pada negara dan pasar, mereka hanya berfokus pada negara-
warga negara dan modal.

Bagaimana masyarakat sipil tertinggal dalam kajian politik? 
Kajian politik awalnya secara eksklusif berfokus pada negara 
dan pasar. Sektor publik atau sektor swasta sebagai solusi untuk 
setiap masalah. Kemudian perhatian para ilmuwan bergeser, 
melihat hanya individu dan pemerintah sebagai aktor sosial. 
Tidak dapat melihat asosiasi warga dan interaksinya dan tidak 
melihat individualisme dan kolektivisme sebagai sisi lain dari 
koin yang sama. Pada tahap selanjutnya politik menjadi persoalan 
publik dan sektor swasta. Mengabaikan sektor ketiga (rumah 
tangga, asosiasi, klub, badan amal, perusahaan sosial, koperasi). 
Mengabaikan keluarga dan usaha kecil serta wiraswasta (sektor 
yang luas dan terus berkembang tetapi yang tidak sesuai dengan 
tujuan manajemen). Yang berkembang kemudian adalah politik 
sebagai 'manajemen', pelaksanaan yang bersifat top-down dan 
administrasi gaya perusahaan. Partai politik sebagai instrumen 
manajemen mereka, berdasarkan budaya top-down, perintah-dan-
kontrol. Partai-partai ini tidak lagi membutuhkan warga negara, 
dan sekarang terdiri dari operasi profesional, 'politisi karier', 
'kelas politik'.

Politik masyarakat sipil pada dasarnya adalah merespons 
marginalisasi masyarakat sipil dari arena politik. Merespons 
tidak terwakilinya (representasi) masyarakat sipil dalam 
proses pembuatan keputusan. Merespons terhadap pengucilan 
masyarakat sipil dari pembuatan kebijakan publik. Politik 
masyarakat sipil pada prinsipnya adalah mencari dan menemukan 
representasi masyarakat sipil dalam politik. Politik masyarakat 
sipil pada prinsipnya adalah pembuatan kebijakan publik yang 
memperkuat posisi masyarakat sipil. Politik masyarakat sipil pada 
dasarnya adalah transfer kekuasaan dari negara dan pasar kepada Publish
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masyarakat sipil. Dengan demikian maka politik masyarakat sipil 
pada dasarnya adalah pembaruan demokrasi yang menempatkan 
warga negara dan masyarakat sipil di pusat proses politik. 
Pembaruan demokrasi masyarakat sipil itu ditandai tiga fitur 
utama yang penting yakni relasional, asosiasi formal maupun 
informal, dan sukarela (volunterism).

Aktivitas utama masyarakat sipil pada dasarnya dapat 
digolongkan dalam 10 kategori yang mungkin sangat luas 
variasinya yaitu: (1) Keluarga, kekerabatan, dan persahabatan 
(2) Ekonomi rumah tangga atau (3) Ekonomi domestik sekitar 
(households) dan dukungan sosial informal (4) Asosiasi sukarela, 
(5) LSM dan badan amal, (6) Kelompok swadaya dan kelompok 
pendukung (self help group dan support group), (7) Koperasi dan 
usaha bersama, (8) Perusahaan atau wirausaha sosial, (9) 
Wirausaha, perusahaan keluarga, usaha kecil, (10) Agama, iman, 
dan kerohanian. 

Bagaimana masa depan politik masyarakat sipil? Pasca-
pandemi Covid-19 kita bisa melihat beberapa perubahan penting 
antara lain terkait dengan jalinan masyarakat sipil ini terwakili 
dalam politik melalui kemampuan membentuk konstituensi 
sosial yang ada di masyarakat, menjaga kumpulan sumber daya 
budaya dan menjaga jaringan-jaringan  intelektual yang luas. 
Karena itu politik masyarakat sipil memiliki tiga kekuatan 
utama yaitu: berpusat di masyarakat, merebut kekuasaan bukan 
untuk kepentingan dirinya sendiri tapi untuk masyarakat sipil, 
dan memiliki sumber daya budaya dan intelektual yang dapat  
digunakan untuk mereformasi politik. Kehadiran teknologi 
internet dapat memaksimalkan politik masyarakat sipil karena 
individu dan kelompok dapat terhubung dan berorganisasi secara 
online, lokal, nasional, dan global. Di samping itu biaya keuangan 
dari pengorganisasian politik dan kegiatan pemilihan dapat 
dikurangi dengan jaringan biaya yang lebih rendah dan crowd-
sourcing.

Kebangkitan politik masyarakat sipil adalah cara untuk 
mendelegasikan kekuasaan kepada rakyat, sebagai cara alternatif Publish
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ketimbang mengalihkan kekuasaan kepada negara atau pasar. 
Dengan demikian kegagalan pasar dan kegagalan negara bisa 
dicegah dan masyarakat sipil bisa diperkuat. Seperti bayangan 
yang digambarkan oleh Alexis de Toqueville maupun Robert 
Putnam, bahwa kehadiran asosiasi-asosiasi sipil yang semarak 
dan dinamis yang akan mempertahankan semangat demokrasi, 
manakala masyarakat politik (negara) dan masyarakat 
ekonomi (pasar) menghadapi kegagalan dalam membangun dan 
menyejahterakan kehidupan bersama, semoga.

Yogyakarta, 4 Juni 2022

Bambang Eka Cahya Widodo
Ketua Bawaslu Republik Indonesia 

Periode 2011-2012.
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KATA PENGANTAR

Di berbagai negara pandemi Covid-19 sejatinya adalah dua 
sisi dari sebilah pedang. Pandemi pada satu sisi telah menjadi 
mimpi buruk yang menjelma menjadi kenyataan di berbagai 
sektor, terutama di bidang kesehatan dan perekonomian. 
Banyaknya jumlah korban jiwa yang jatuh akibat pandemi 
maupun terpuruknya sektor ekonomi menjadi bukti nyata dari 
dampak destruktif yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini, 
tak terkecuali di Indonesia.

Namun di sisi lain, harus diakui bahwa banyak pelajaran 
berharga yang didapatkan dari pandemi Covid-19 yang me-
nunjukkan upaya umat manusia untuk meretas jalan baru 
untuk dapat terus survive dalam sebuah situasi yang serba sulit 
sekalipun. Dalam perspektif governance misalnya, berbagai sektor 
tidak hanya diuji seberapa besar adaptabilitas dan agilitas mereka 
dalam berhadap-hadapan dengan pelbagai ketidakmenentuan 
yang ditimbulkan oleh situasi pandemi. Namun lebih dari itu 
berbagai aktor entah itu Negara, swasta, maupun civil society telah 
dipaksa untuk mengembangkan cara-cara baru dalam mengelola 
problem-problem yang muncul dari ketidakpastian tersebut. 

Inovasi menjadi salah satu blessing in disguise yang lahir dari 
tekanan-tekanan yang muncul dari situasi pandemi sebagai 
wujud lesson learned. Inovasi ini sekaligus menjadi bukti otentik 
dan empiris bahwa umat manusia adalah makhluk yang pantang 
menyerah meskipun dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan 
kompleksitas persoalan kehidupan. Dengan demikian, inovasi 
sesungguhnya adalah deklarasi ulang bahwa manusia memang 
makhluk pembelajar, sehingga pantas untuk menyandang nama 
latinnya, Homo sapiens.  

Buku berjudul Demokrasi dan Civil Society: Inovasi Tata Kelola 
Pemerintahan dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia yang saat Publish
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ini berada di tangan pembaca adalah sebuah upaya kesekian 
kalinya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta untuk memotret pandemi. Kali ini, 
potret tersebut mengilustrasikan berbagai inovasi yang dihasilkan 
dari proses pembelajaran terhadap situasi pandemi. Meskipun 
mendudukkan civil society sebagai pemeran utama dalam terbitan 
kali ini, akan tetapi sejatinya civil society tetap harus berbagi peran 
dan berkolaborasi dengan aktor-aktor lain agar inovasi-inovasi 
yang dihasilkan bisa lebih lengkap dan komprehensif, serta 
berdampak luas, di mana hal-hal tersebut juga berusaha untuk 
dicapture oleh buku ini.  

Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, Program Studi 
Ilmu Pemerintahan mengucapkan terima kasih dan apresiasi 
yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah 
bersedia berkontribusi. Tentu saja, ucapan terima kasih dan 
apresiasi tersebut juga tertuju kepada para editor yang di tengah 
kesibukannya masing-masing telah meluangkan segenap waktu 
dan energinya untuk menjahit buku ini sehingga dapat mewujud 
menjadi buku yang saat ini ada di hadapan sidang pembaca. 
Akhirulkalam, semoga buku yang bersahaja ini dapat bermanfaat 
bagi sidang pembaca dan menjadi sumber informasi serta mata air 
inspirasi untuk terus berkarya.      

Bantul, 10 April 2022
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si.
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PPKM : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PERPU : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
PKH : Program Keluarga Harapan
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UUD : Undang-Undang Dasar
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pandemi 

COVID-19 yang masih melanda Indonesia bahkan hampir di 
seluruh dunia. Pemerintah dengan segala upaya mumpunyai 
kewajiban untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Aplikasi 
PeduliLindungi sebagai salah satu trobosan upaya pemerintah 
untuk membantu melakukan Tracing melalui sistem aplikasi 
telekomunikasi yang terhubung dengan pusat untuk melacak 
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana respon civil society terhadap aplikasi PeduliLindungi 
dengan menggunakan metode kualitatif untuk menemukan 
model dalam penggunaan media sosial sebagai komunikasi 
massa. Data dikumpulkan dari media sosial Twitter yang 
dianalisa menggunakan Aplikasi Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian Publish

ed by 

SAMUDRA BIR
U



Demokrasi dan Civil Society 489■

ini mengungkapkan bahwa efektivitas penggunaan Twitter 
pada penyebaran informasi #pedulilindungi terbukti efisien, 
dimana berhasil menciptakan respon eksplisit (dapat diamati/
mendorong tindakan) dengan nilai (=85 persen), dan respon 
implisit (tidak dapat diamati/tidak melakukan tindakan) sebesar 
(=15 persen) terhadap civil society. Selain itu juga menimbulkan 
relasi yang padat antar beberapa pengguna platform Twitter, 
yang menunjukkan bahwa mendapatkan respon yang tinggi dan 
menimbulkan jaringan yang luas dari pengguna platform Twitter.

Kata Kunci: Civil Society, Teknologi Informasi Komunikasi, Twitter, 
Aplikasi Peduli Lindungi

A. PENDAHULUAN
Pandemi COVID-19 bukanlah topik yang mudah dipahami 

dan banyak disalahpahami, karena wabah ini telah menciptakan 
berbagai upaya pengobatan, pencegahan dan penularannya 
telah menjadi masalah hampir semua orang di seluruh dunia, 
memikirkan solusi dalam penanganan COVID-19. Termasuk 
perubahan perilaku yang signifikan selama pandemi COVID-19 
untuk mengurangi penularan masyarakat dengan melakukan 
kegiatan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga 
jarak (M. S. Thomas & Feng, 2021). Sejumlah besar informasi 
baru ke masyarakat untuk konsumsi yang cepat, pendemi ini 
mengeksplorasi bagaimana orang-orang yang paling terkena 
dampak pandemi menilai dan merasakan kualitas informasi 
mengenai COVID-19 dan mengatur informasi (Acharya et al., 
2021). Masyarakat mendorong dan mendukung pemerintah 
dalam upayanya untuk mengalahkan pandemi dengan 
mendorong mereka untuk berpikir secara bijaksana dan logis 
dalam menghadapinya (Akbar et al., 2021). Pelacakan dan 
manajemen kontak yang komprehensif menggunakan teknologi 
pelengkap adalah komponen penting dari rencana respon epidemi 
selama deeskalasi atau permulaan gelombang pandemi COVID-19 
berikutnya (Jian et al., 2020). Berbagai upaya di setiap negara di 
belahan dunia yang berdampak oleh COVID-19, penanganan dari Publish
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kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat hingga 
pemanfaatan teknologi untuk mengurangi pandemi COVID-19.

Di Queensland (Australia), 69% masyarakat telah 
mengunduh aplikasi, sedangkan 31% tidak mengunduh. Alasan 
masyarakat yang mengunduh, dikarenakan mereka terbantu 
dengan adanya aplikasi, untuk membantu pelacakan kontak, 
dan berharap akan kembali normal. Sisa yang tidak mengunduh 
dengan empat topik alasan. Pertama, kurangnya kebutuhan yang 
dirasakan, dan masalah privasi. Kedua, masalah terkait telepon. 
Ketiga, pelacakan dan penyalahgunaan data. Keempat, yaitu 
kepercayaan, keamanan, dan kredibilitas (Smoll et al., 2021). 

Sedangkan di Amerika Serikat, respon masyarakat 
mendukung terhadap aplikasi yang dioperasikan oleh U.S. 
Department of Veterans Affairs (VA). Aplikasi tersebut 
mendukung penghematan sumber daya yang substansial terhadap 
pemerintah. Dari masyarakat kelompok veteran yang mendukung 
tersebut, mereka lebih terhubung dengan pemerintah, percaya 
diri dengan menerima pesan protokol kesehatan (Saleem et al., 
2020). Kedua dasbor telah memantapkan diri sebagai sumber 
daya informatika yang berharga. Misalnya, dasbor pribadi 
memungkinkan pemantauan epidemi di komunitas lokal yang 
terkait dengan fasilitas pengemasan daging. Dasbor publik 
menganalisis tren saat ini untuk memantau penularan penyakit 
dan rawat inap ditingkat masyarakat. Antara 21 Juni dan 22 
Agustus 2020, alat-alat tersebut digabungkan untuk digunakan 
133.637 kali oleh 74.317 pengguna. Penggunaan pendekatan 
dan teknologi informatika kesehatan masyarakat di Indiana 
berpotensi menguntungkan negara bagian (Dixon et al., 2021). 

Sekitar setengah dari peserta merasa bahwa layanan 
telehealth bermanfaat selama pandemi COVID-19, dan 1545 (61,5 
persen) melaporkan bahwa sistem tersebut merupakan cara yang 
efektif untuk berkomunikasi dan mengakses layanan perawatan 
kesehatan. Selain itu, 1435 (57,1%) peserta melaporkan merasa 
nyaman menggunakan sistem telehealth, dan 1129 (44,9%) 
melaporkan berhasil berkomunikasi. Serta juga, 1389 (55,3 Publish
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persen) peserta menunjukkan bahwa sistemnya mudah dipahami, 
dan 1354 (53,9 persen) orang melaporkan memiliki kontak yang 
baik dengan dokter melalui sistem telehealth. Namun, hanya 
1018 (40,5 persen) peserta yang menunjukkan bahwa mereka 
berkomunikasi lebih efektif menggunakan sistem kesehatan jarak 
jauh dibandingkan dengan cara tradisional (Elhadi et al., 2021). 

Ada total 8.088 balasan, mewakili 26 kabupaten di Republik 
Irlandia. Dengan 54% responden menunjukkan bahwa mereka 
pasti akan mengunduh aplikasi pelacakan kontak, sementara 30% 
menunjukkan bahwa mereka mungkin akan mengunduhnya. 
95% responden menyebutkan setidaknya satu alasan untuk 
mengunduh aplikasi semacam itu, dengan alasan yang paling 
sering dikutip adalah kemampuan aplikasi untuk membantu 
anggota keluarga dan teman, serta rasa kewajiban terhadap 
komunitas yang lebih besar. 59% menyebutkan setidaknya satu 
alasan untuk tidak mengunduh aplikasi, dengan alasan yang paling 
sering dikutip adalah kekhawatiran bahwa perusahaan teknologi 
atau pemerintah dapat mengeksploitasi teknologi aplikasi untuk 
pemantauan lebih lanjut selama epidemi. Keinginan kuat untuk 
mengunduh aplikasi yang didukung kesehatan masyarakat 
untuk membantu pelacakan kontak. Namun, kekhawatiran 
telah disuarakan bahwa privasi dan keamanan data akan menjadi 
sangat penting jika aplikasi ingin mencapai penerimaan yang luas 
dan penggunaan berkelanjutan yang diperlukan untuk operasi 
yang efektif (O’Callaghan et al., 2021). 

Penerapan big data dan kecerdasan buatan layak untuk 
bereaksi terhadap pandemi COVID-19 dan berkontribusi pada 
pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan pengambilan keputusan 
manajemen peristiwa kesehatan masyarakat di masa depan (Dong 
et al., 2021). Aplikasi AMARI COVID-19 sendiri, atau aplikasi 
yang dirilis oleh Departemen Kesehatan Masyarakat Universitas 
Padjadjaran (Indonesia) pada pertengahan Maret 2020 untuk 
kepentingan masyarakat sebagai alat pelaporan dan pemantauan 
mandiri COVID-19, memiliki peran yang signifikan terhadap efek 
pencegahan penyebaran virus COVID-19, menunjukkan bahwa Publish
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aplikasi diterima secara luas sebagai alat yang dapat membantu 
dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19 (Nuryanto et 
al., 2020). Pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia telah 
berbagai upaya seperti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 
pusat dengan kebijakan pemerintah daerah. Pemberantasan 
sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah 
yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2020, penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi 
Corona Virus Disease 2019 dan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat PPKM yang berlaku pada bulan Juni 
tahun 2021. Penanganan COVID-19 diupayakan kolaborasi 
antara pemerintah Taiwan, aktivis digital dan programmer 
yang menyediakan platform open-source digunakan untuk 
menyediakan aplikasi ponsel dan ketersediaan masker di pusat 
distribusi di sekitar masyarakat mareka (Youngs, 2020).

Di tengah berlimpahnya informasi simpang-siur mengenai 
seluk-beluk COVID-19 diperlukan penjelasan pengetahuan yang 
memadai terkait penyakit ini untuk bisa melayani masyarakat 
dengan memadai. Presentase penggunaan internet masyarakat 
Indonesia yang menepati angka cukup tinggi sehingga media sosial 
dapat membantu memenuhi tujuan advokasi kebijakan untuk 
membangun jejaring melalui penggunaan media sosial memiliki 
keuntungan diantaranya untuk memfasilitasi komunikasi secara 
lanjut yang kemudian menciptakan situasi yang kolaboratif antara 
platform dengan jejaringan media sosial. Penggunaan teknologi 
digital pada masa pandemic COVID-19 sarana utama yang 
menjadi informasi, layanan dan jual beli. Aplikasi PeduliLindungi 
yang dikembangkan pemerintah (PT Telekomunikasi Indonesia 
Tbk, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika) untuk 
membantu pelacakan dalam rangka menghentikan, mencegahan 
penyebaran wabah COVID-19, selain itu aplikasi ini dipergunakan 
dalam pelaksanaan survei kesehatan dengan melakukan Tracing 
untuk melakukan pelacakan terhadap masyarakat yang diduga 
mengidap COVID-19.
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Partisipasi civil society dalam penanganan COVID-19 
mempunyai peran yang sangat penting, masyarakat dapat 
berperan dalam penanganan COVID-19. Gagasan society sendiri 
dapat memikul tanggung jawab dalam penanganan COVID-19 
dan masyarakat dapat merasakan manfaat ketika terlibat 
dalam penanganan penyebaran COVID-19 (Juaningsih et al., 
2020). Selain itu diperlukan respon civil society, menurut teori 
Behaviorisme Watson (1913,1927) yang melibatkan respon 
eksplisit (dapat diamati) atau implisit (tidak dapat diamati), pada 
tingkat linguistic kognitif, proses tindakan yang dapat diamati 
dan tidak ada respon, namun dapat mendorong tindakan atau 
ketiadaan tindakan (Staddon, 2021). Akan selalu ada kaitan 
stimulus dengan respon masyarakat, jika adanya rangsangan 
yang diterima oleh masyarakat telah teramati, maka dapat 
diprediksikan pula respon dari masyarakat (Maknolia & Hidayat, 
2020). Sebagai civil society yang telah mengetahui tentang suatu 
informasi tertentu terkait COVID-19 maka society akan mampu 
menentukan dan mengambil keputusan bagaimana harus 
mengadapinya. Sehingga tujuan penelitian ini bagaimana respon 
Civil Society terhadap aplikasi PeduliLindungi melalui Hastag 
Twitter #Pedulilindungi.

B. PEMBAHASAN 
Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

telah menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana 
wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia melalui SK Kepala 
BNPB Nomor 9.A. tahun 2020, selain itu Presiden menetapkan 
Keppres No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat COVID-19, tanggal 31 Maret 2020 dan 
Keppres No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non 
alam Penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional pada 
tanggal 13 April 2020. Untuk membatasi penyebaran penyakit 
sehingga, sebagaian besar pemerintah nasional menerapkan 
tindakan berupa kebijakan. kebijakan pemerintah Indonesia 
dalam menekan penularan virus COVID-19 untuk membatasi Publish
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mobilitas masyarakat, pada awal pendemi tahun 2020 hingga 1 
tahun 2021 kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dimulai 
dengan istilah PSBB pada April 2020 hingga Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 pada 
Selasa 26 Juli 2021 presiden telah pemberlakukan kebijakan 
penerapan PPKM yang berupaya untuk mengurangi penularan 
COVID-19 dan 24 Desember 2021 akan di terapkan PPKM Level 
3 untuk pencegahan adanya gelombang penyebaran COVID-19 
pada libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kebijakan 
dalam pelayanan kesehatan yang dapat dipandang sebagai aspek 
penting untuk kebijakan sosial Kebijakan pemerintah mengalami 
disharmonisasi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 
pusat dengan kebijakan pemerintah daerah, perbedaan tersebut 
dimulai ketika beberapa daerah menetapkan Lockdown namun, 
pemerintah pusat menerapkan Pemberantasan Sosial Berkala 
Besar (PSBB) (Juaningsih et al., 2020). 

Dampak yang ditimbulkan adanya pandemic COVID-19 
pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, pemerintah harus 
melibatkan masyarakat civil society. Civil society menjadi aktor 
yang penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang 
baik dalam membantu atau memberikan masukan untuk 
penyelesaiankan permasalah baik dalam lingkungan maupun 
di pemerintahan. Menurut Gramsci (Nezar, 2009), civil society 
merupakan kelompok yang berkepentingan untuk membentuk 
historical block dalam menghadapi hegemoni negara yang diwarnai 
oleh control negara yang diwarnai oleh control negara aspek 
kehidupan, yang dimana civil society merupakan aktor penunjang 
untuk tercapainya pemerintah yang baik bersifat bebas dan 
mandiri menjadi penyeimbang bagi pemerintahan. Keterlibatan 
masyarakat dalam sistem pertukaran sosial ada ketika kelompok 
pertemuan sosial yang beragam. Diawali dengan civil society 
maju ketika warga negara memegang kekuasaan pengambilan 
keputusan, bekerja untuk memperkuat dan meningkatkan 
ekonomi lokal dan regional. Aktivitas keterlibatan civil society 
memiliki hak untuk terlibat dalam semua aspek pemerintahan Publish
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politik dan otoritas untuk membuat keputusan dan melakukan 
tindakan yang mempengaruhi semua tingkat kehidupan publik 
tanpa ada institusi dalam kepentingan kelompok dan individu, 
dengan kehadiran dan legistimasi otoritas sipil berbasis komunitas 
melalui sistem pemerintahan politik meningkatkan kemampuan 
warga negara yang menjalankan kedaulatan atas kebijakan yang 
berdampak positif. Keikutsertaan civil society dalam kelompok 
masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang 
juga merupakan tanggung jawab kesehatan diri, keluarga dan 
masyarakat.

Perkembangan teknologi dinilai berdampak positif dalam 
menghambat penyebaran COVID-19, selain itu dalam penyebaran 
informasi positif mampu menekan jumlah masyarakat yang positif 
COVID-19 (Hua & Shaw, 2020). Media baru dimanfaatkan dalam 
lingkungan masyarakat dari ekonomi. sosial, politik dan digunakan 
oleh individu, kelompok, institusi dan lembaga negara sekalipun. 
Media baru juga berfungsi sebagai pelayanan public pleh institusi 
maupun lembaga negara (Yuliani et al., 2020). Komunikasi digital 
berperan dalam membentuk kembali kontrak sosial (Nampoothiri 
& Artuso, 2021). Teknologi informasi menjadi sarana utama di masa 
COVID-19, yang dikarenakan menjadi solusi pemerintah untuk 
mengurangin dampak COVID-19, sehingga segala bentuk pelayanan 
publik dapat mudah di rasakan masyarakat meskipun tidak harus 
ke administrasi pemerintah. Salah satu bentuk perubahan nyata 
yang dirasakan masyarakat pada COVID-19 dan tidak lepas dari 
keterlibatan civil society dalam segala tahapan untuk penanganan 
COVID-19. Dengan menyampaikan informasi juga harus dilakukan 
dengan tepat, kekeliruan dalam mengkomunikasikan sebuah 
informasi bisa menimbulkan ketidakpastian yang malah nantinya 
akan memperburuk situasi. Melalui komunikasi digital yang sedang 
digunakan oleh civil society yang berkerjasama dengan Kementerian 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menciptakan mobile application 
bernama “PeduliLindungi”. Aplikasi PeduliLindungi ditetapkan 
melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
171 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Publish
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Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Keputusan Mentri Komunikasi dan 
Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi 
PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Survieilans Kesehatan 
Penanganan COVID-19.

PeduliLindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan 
untuk membantu instansi pemerintah melakukan pelacakan 
digital untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Adapun 
manfaat aplikasi PeduliLindungi yaitu: 

1. Memberikan peringatan pada pengguna, PeduliLindungi 
akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian 
atau di kawasan zona merah. Selain itu, pengguna juga 
akan mendapatkan peringatan jika di lokasi mareka 
berada terdapat orang yang terinfeksi COVID-19 positif 
atau ada Pasien Dalam Pengawasan.

2. Pengawasan (surveillance), dengan adanya informasi lokasi 
pengguna yang dibagikan saat bepergian memudahkan 
pemerintah mengawasi dan mendeteksi pergerakan 
orang-orang yang terpapar COVID-19 selama 14 hari ke 
belakang. Pemerintah jadi lebih mudah mengidentifikasi 
dan mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi 
dan informasi secara digital. 

3. Mengunduh sertifikat vaksin, masyarakat yang sudah 
disuntik vaksin COVID-19 bisa mengunduh sertifikat 
vaksin lewat fitur yang ada di aplikasi PeduliLindungi. 

4. Informasi hasil tes COVID-19, dalam aplikassi 
PeduliLindungi juga terdapat fitur yang bisa menunjukkan 
hasil tes PCR atau swab antigen dari laboratorium yang 
terafiliasi dengan pemerintah. 

5. Sebagai bukti untuk mengakses layanan public, aplikasi 
ini sangat berguna bagi petugas di bandara, pusat 
perbelanjaan atau di tempat lainnya untuk mengetahui 
apakah seseorang udah menjadi program vaksinasi atau 
belum (covid19.go.id. 2021). Publish
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Dari hasil tracing dan traching yang akan memudahkan 
pemerintah untuk mengidentifikasi civil society yang 
memerlukan penanganan lebih lanjut dalam penanganan 
penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan tepat, sehingga 
semakin banyak masyarakat berpartisipasi untuk menguduh dan 
menggunakan PeduliLindungi, maka penanganan penyebaran 
COVID-19 semakin efektif dan efisien.

Gambar 1. Aplikasi PeduliLindungi

Sumber: https//PeduliLindungi.id/ 

Aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi mHealth 
COVID-19 di Indonesia (Khatulistiwa et al., 2021). Penggunaan 
aplikasi dilakukan hanya pada masa darurat COVID-19, agar dapat 
melakukan penelusuran riwayat kontak dengan masyarakat yang 
terdampak positif COVID-19 dengan Aplikasi PeduliLindungi 
yang digunakan dalam pelaksanaan survie kesehatan dalam 
menangani penyebaran COVID-19, dengan menyeenggarakan 
Tracing melakukan pelacakan terhadap masyarakat yang 
berkontak dengan masyarakat yang diduga positif COVID-19. 

Melalui Tracking dapat melacak persebaran COVID-19 dengan 
mendeteksi masyarakat yang bertemu dengan masyarakat yang 
positif COVID-19 dan adanya peringatan dan pengawasan dengan 
membatasi pergerakan masyarakat yang dalam karantina atau 
isolasi. Aplikasi PeduliLindungi ini diciptakan oleh pemerintah Publish
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sebagai mitigasi bencarana COVID-19 yang terjadi di Indonesia, 
dengan cara kerja aplikasi masyarakat dapat mengunduh Aplikasi 
ini yang diminta untuk mengaktifkan Bluetooth pada ponsel yang 
diharapkan dengan kondisi Bluetooth aktif maka secara berkala 
aplikasi akan melakukan identifikasi posel pengguna melalui 
PeduliLindungi lainnya yang berada di radius Bluetooth untuk 
merekam lokasi dan waktu kontaknya. Mekanisme posel yang 
berdekatan kemunian akan saling merejan ID anonim masing-
masing yang akan disimpan dalam rentan waktu 14 hari, sehingga 
apabila ada seseorang yang dinyatakan sakit oleh petugas 
kesehatan dan diinput kedalam sistem database, maka sistem 
akan memfilter ID-ID yang terekam pernah melakukan kontak 
dengan penderita COVID-19 dalam waktu 14 hari terakhir. 

Gambar 2. Jangkauan Pengguna Hastag pedulilindungi

Berdasarkan gambar di atas yang menjelaskan bahwa respon 
civil society terhadap #pedulilindungi di media sosial Twitter, 
yang menjangkau respon di berbagai daerah di Indonesia. 
Aplikasi PeduliLindungi diakses oleh civil society yang digunakan 
masyarakat untuk mengakses tempat-tempat publik yang 
kini disertai QR code, terutama di bandara yang dikaranakan 
PeduliLindungi juga telah terkoneksi oleh fitur Electronic-
Health Alert Card (EHAC) atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan 
Elektronik. Aplikasi PeduliLindungi telah digunakan oleh 32,8 Publish
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juta pengguna yang rata-rata dengan penambahan pengguna per 
hari mencapai 500.000 pengguna (Covi19.go.id.2021). Aplikasi 
PeduliLindungi berperan penting dalam pengendalian pandemic 
COVID-19 yang akan menjadi syarat untuk akses ke tempat publik. 
Pengguna Aplikasi juga dapat melihat permission yang digunakan 
oleh PeduliLindungi dan menonaktifkannya kapanpun melalui 
menu setting. Kemudian aplikasi juga memberikan informasi 
terkait paparan COVID-19 di sekitar dan aplikasi PeduliLindungi 
juga menggunakan akses lokasi pengguna saat aplikasi dibuka 
atau dijalankan untuk memberikan informasi mengenai statistik 
kasus COVID-19. 

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (KOMINFO) berkerja sama untuk mengajak 
masyarakat menguduh aplikasi untuk memudahkan pemerintah 
dalam melacak penyebaran COVID-19 di Indonesia. Upaya 
pemerintah untuk penanganan COVID-19 termasuk Australia juga 
menerapkan berbagai pendekatan untuk penanganan COVID-19 
Aplikasi yang dinamakan ‘Covidsafe’ yang berfungsi untuk 
mengidentifikasi individual yang terpapar COVID-19 (R. Thomas 
et al., 2020). Pemanfaatan peran teknologi di masa COVID-19 
merupakan upaya untuk menggurangi penyebaran pandemi 
COVID-19, di berbagai negara yang terdampak COVID-19 telah 
mengupayakan pemanfaatan teknologi dengan maksimal dengan 
adanya aplikasi tersebut upaya pemerintah untuk meminimalkan 
kontak fisik (interaksi) dan penggunaan aplikasi tersebut 
mengandalkan partisipasi civil society untuk saling membagikan 
data lokasisnya saat berpergian agar penyelusuran riwayat 
kontak masyarakat yang terdampak positif COVID-19.
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Gambar 3. Hubungan respon warga Twitter 

Informasi melalui media sosial Twiter yang membawa 
dampak yang sangat pesat untuk mempengaruhi warga Twitter, 
semakin tinggi jumlah skala gambar di atas yang menunjukkan 
informan peringkat, penyampaian dan respon civil society 
yang baik sehingga mendapatkan tanggapan yang sangat pesat 
melalui #pedulilindungi. Berdasarkan data di atas menunjukan 
respon dari civil society dalam media sosial Twitter mendapatkan 
respon dengan adanya aplikasi PeduliLindungi, dengan berbagai 
respon ajakan untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi, 
mengingatkan warga net untuk memanfaatkan aplikasi 
PeduliLindungi tersebut dapat mengurangi masyarakat yang 
terdampak positif COVID-19.

Respon civil society di dalam media sosial Twitter akun @
hmsafrizalsh menggunakan hastag PeduliLindungi dan merespon 
COVID-19 dengan memberitahukan kepada warga media sosial 
Twitter untuk selalu menerapkan Protokol Kesehatan untuk 
menekan penyebaran COVID-19 salah satu akun Twitter yang 
merespon dengan baik Aplikasi PeduliLindungi. Peranan media Publish
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sosial Twitter diasumsikan sebagai sumber penting dalam mencari 
informasi ketika pandemi COVID-19 terjadi, perkembangan ini 
yang menunjukkan bahwa media sosial Twitter sarana informasi 
civil society untuk merespon dengan baik aplikasi PeduliLindungi.

Civil society sebuah ruang organisasi yang tidak terikat dengan 
pemerintah dan bersifat independen untuk menjalankan suatu 
hak dan kewajiban sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 
menjadi penyeimbang bagi negara ataupun pemerintah 
(Nampoothiri & Artuso, 2021). Keterlibatan civil society dalam 
sistem pertukaran sosial yang diawali ketika warga negara 
memegang kekuasaan pengambilan keputusan bekerja untuk 
memperkuat dan meningkatkan kualitas sebuah negara. Selain 
itu, keterlibatan civil society memiliki hak untuk terlibat dalam 
semua aspek pemerintah politik dan otoritas untuk membuat 
keputusan (Fries & Walkenhorst, 2011).

Gambar 4. Respon Civil Society, Watson (1913,1927).

Data di atas yang menjelaskan respon civil society dalam media 
sosial Twitter terhadap hastag aplikasi PeduliLindungin yang 
menggunakan teori Behaviorisme Watson (1913,1927) yang 
melibatkan respon eksplisit (mendorong tindakan) atau implisit 
(tidak ada tindakan). Kemudian data di ambil melalui media 
sosial Twiiter #peduliLindungi, untuk melihat respon civil society 
terhadap aplikasi tersebut. Data di atas menjelaskan bahwa 
respon eksplisit 85% dengan indikator protokol kesehatan 45%, Publish
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memberikan informasi pelayanan COVID-19 35% dan sedangkan 
respon implisit 15%. Respon eksplisit membuktikan bahwa civil 
society di dalam media sosial Twitter merespon dengan baik 
Aplikasi PeduliLindungi bentuk upaya pemerintah memanfaatkan 
teknologi dalam penanganan COVID-19. 

Respon civil society terhadap hastag PeduliLindungi merupakan 
upaya peran aktif yang sangat dibutuhkan sebagai alternatif 
saluran partisipasi civil society ini akan menentukan keberlanjutan 
dari sebuah proses penanganan yang upayakan pemerintah untuk 
mengurangi penyebaran COVID-19. Civil society dianggap ada di 
ruang dalam masyarakat di mana tindakan warga kolektif terjadi 
atau sering dikaitkan dengan konsensi sejarah, budaya, politik 
dan interaksi politik dalam konseptualisasi arus utama, terutama 
dalam demokrasi modern antara pasar dan negara (Setyawan, 
2011). Civil society di pandang sebagai aktor sentral dalam demokrasi 
liberal nasional, melalui tradisi demokrasi yang melibatkan 
pemangku kepentingan telah muncul untuk memberikan 
kesempatan untuk melegitimasi keputusan kebijakan yang dibuat 
dalam lingkungan pemerintahan. Pemerintah di beberapa negara 
menggunakan media sosial untuk penyampaian infromasi yang 
berkaitan dengan COVID-19. Dengan demikian peranan dari civil 
society menjadi nahkoda utama untuk penanganan COVID-19 
melalui aplikasi PeduliLindungi yang berupa upaya pemerintah 
untuk mengurangi dampak positif dari pandemi COVID-19.

C. KESIMPULAN
Upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi digital di 

masa pandemic COVID-19 menjadi langkah yang tepat. Dalam 
era digital, media sosial dijadikan sebagai media partisipasi 
masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat 
berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan masyarakat 
yang terdampak positif COVID-19. Informasi ini tersedia di 
aplikasi PeduliLindungi untuk memberikan kewaspadaan kepada 
civil society untuk mengurangi penyebaran virus. Selain itu civil 
society sebagai peranan sentral di sebuah negara yang berperan Publish
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penting dalam penanganan COVID-19, Aplikasi PeduliLindungi 
diciptakan oleh pemerintah sebagai bagian dari mitigasi bencana 
COVID-19 di Indonesia yang harapkan mampu mengidentifikasi 
masyarakat yang pernah berada dalam jarak dekat dengan 
masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 atau PDP, dan 
ODP. 

Aplikasi PeduliLindungi menjadikan media komunikasi 
kesehatan oleh pemerintah Indonesia bagi civil society dalam 
pencegahan penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini masih 
menjadi pandemi di beberapa negara termasuk Indonesia. 
Pemanfaatan aplikasi itu sendiri diikuti dukungan dan edukasi dari 
kepala daerah dan kepada civil society itu sendiri. Dalam penelitian 
ini menemukan bahwa respon civil society terhadap aplikasi 
PeduliLindungi melalui respon eksplisit 85% yang membuktikan 
bahwa civil society di era digital ini yang menjadikan media sosial 
sebagai pertukaran informasi mengenangi penanganan COVID-19 
dari pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan memakai 
Aplikasi PeduliLindungi untuk mengurangi dampak COVID-19.
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Sanny Nofrima merupakan Alumni Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana 
(S1) di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019 dan gelar Master (S2) 
di dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun 
2021. Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen 
di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Selain penulis juga aktif melakukan publikasi pada 
jurnal nasional terakriditasi atau jurnal internasional serta aktif 
mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional. 
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Bambang Eka Cahya Widodo merupakan Dosen Program 
Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi 
Pemilu dan Pertai Politik. Gelar sarjana di dapat dari Universitas 
Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik 
Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Selama mengajar di 
Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah 
sebagai berikut: Studi Demokrasi dan Tata Kelola Pemilu.

Juhari Sasmita Aji merupakan Dosen Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata 
Kelola Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa. Gelar sarjana 
di dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program 
Studi Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada. Selama 
mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu 
Mata Kuliah sebagai berikut: Proses Legislasi, Dasar-Dasar Ilmu 
Pemerintahan.

Suswanta merupakan Dosen Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata 
Kelola Pemerintah Desa, Politik Islam. Gelar sarjana di dapat dari 
Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu 
Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor 
di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah 
Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan 
mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola Pemerintah 
Desa dan Penelitian Kualitatif.

Muhammad Sokarno merupakan Mahasiswa Program Studi 
Ilmu Pemerintaha Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
Selama menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegaitan baik Publish
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regional, nasional maupun internasional, selain itu juga aktif 
untuk menulis dan dipublikasikan. 

Aprilianto Satria Pratama merupakan Mahasiswa Program 
Master di Universitas Gadjah Mada. Selain itu penulis juga aktif 
dalam melakukan publikasi di media online.

Bachtiar Dwi Kurniawan merupakan Dosen Program 
Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi 
penelitian Kepemimpinan dan Civil Society. Gelar sarjana di dapat 
dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, gelar Master dari 
Program Studi Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. 
Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu 
Mata Kuliah sebagai berikut: Kepemimpinan Pemerintahan, Tata 
Kelola Informasi Pemerintahan.

Ummy Zakiya merupakan Dosen Ilmu Pemerintahan di 
Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Gelar sarjana di dapat dari 
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta dan gelar Master di raih di Ilmu Pemerintahan 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu beliau juga 
Aktif dalam publikasi di jurnal maupun prosiding nasional dan 
internasional. 

Muhammad Eko Atmojo merupakan Dosen Program 
Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan fokus kajian 
penelitian tata kelola sumber daya manusia, kebijakan public, 
merit system, netralitas birokrasi dan politisasi birokrasi. Gelar 
Sarjanah (S1) Ilmu Pemerintahan didapat dari Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2013, sedangkan 
untuk Gelar Master (S2) Ilmu Pemerintahan dari Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015. Selama mengajar 
di Program Studi Ilmu Pemerintahan penulis mengampu Mata Publish
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Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola Sumber Daya Manusia 
Pemerintahan, Birokrasi Pemerintahan, Studi Konstitusi dan 
Lembaga Negara, dan Bahasa Indonesia (Penulisan Karya Ilmiah). 
Penulis aktif melakukan penelitian setiap tahunnya diantaranya 
adalah sebagai berikut: Mekanisme Pengisian Pejabat Struktural 
Eselon II Melalui Lelang Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kabupaten Bantul Tahun 2017-2018, Analisis #JagaASN sebagai Media 
Kampanye Netralitas Birokrasi di Indonesia pada Pemilihan Kepala 
Daerah Tahun 2020. Selain itu beliau juga aktif menulis artikel 
yang dipublikasikan di jurnal nasional terakriditasi maupun 
jurnal internasional, serta menjadi Reviewer Jurnal Nasional 
Terkariditasi di berbagai Universitas di Indonesia.

Tunjung Sulaksono merupakan Dosen Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian 
Partai Politik dan Gerakan Sosial. Gelar sarjana di dapat dari 
Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu 
Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor 
di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah 
Mada. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan 
mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Studi Partai Politik, Tata 
Kelola Pemilu.

Herdin Arie Saputra merupakan Alumni Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar 
Sarjana (S1) di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master (S2) di 
dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Penulis 
mempunyai pengalaman menjadi Asisten Riset, Asisten Peneliti 
Lembaga Strategi Nasional dan mengikut beberapa konferensi 
Internasional. Di samping itu beberapa tulisan beliau telah 
diterbitkan jurnal nasional dan internasional. Publish
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M. Daimul Abror merupakan Dosen Program Studi 
Administrasi Publik Universitas Kadiri dengan spesialisasi 
penelitian Pemerintahan Daerah Kerjasama Antar Pemerintahan 
Daerah, Kebijakan Publik. Gelar sarjana di dapat dari Universitas 
Airlangga pada tahun 2008, gelar Master dari Universitas 
Mardeka Malang pada tahun 2011 dan gelar Doktor Universitas 
Brawijaya pada tahun 2017. Selama mengajar di Program Studi 
Administrasi Publik mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: 
Pelayanan Publik, Kebijakan public.

Rossi Maunofa Widayat merupakan Dosen Ilmu 
Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan 
spesialisasi penelitian Media Sosial dan Politik. Gelar sarjana di 
dapat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, gelar Master 
dari Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor di dapat dari 
Program Studi Ilmu Politik Islam Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Selama mengajar di Program Studi Administrasi 
Publik mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Dasar-Dasar Ilmu 
Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, Birokrasi Indonesia dan 
Manajemen Pelayanan Publik.

M.	 Lutfie	 Khoiri	 merupakan Alumni Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta.

Ganapati Sjastri Satyani merupakan Dewan Riset Daerah 
(DRD) Kabupaten Kendal Bidang Teknologi Informasi, ganapati.
satyani5@gmail.com.

Fauzan A Sandiah merupakan Pegiat dari Rumah Baca 
Komunitas, penulis telah mendapatkan gelar sarjana dan 
magister dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini penulis 
sedang menyelesaikan pendidikan di Program Doktor UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta dan LHKP PP Muhammadiyah.Publish
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Prawirayudha Pratama merupakan Alumni Program 
Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammdiyah 
Yogyakarta dan mendapatkan gelar sarjana di Universitas 
Mulawarman. Saat ini beliau merupakan Saat ini penulis menjadi 
Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Universitas Mulawarman. Selain penulis juga aktif 
melakukan publikasi pada jurnal nasional dan internasional.

Bachtiar Dwi Kurniawan merupakan Dosen Program 
Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi 
penelitian Politik dan Kebijakan Publik. Gelar sarjana di dapat 
dari UIN Sunan Kalijaga, gelar Master dari Program Studi Ilmu 
Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Penulis sedang 
menyelesaikan program Doktoral Ilmu Politik di Universitas 
Gadjah Mada. Selama mengajar di Program Studi Administrasi 
Publik mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Sosiologi 
Pemerintah, Ekonomi Politik Pemerintahan dan Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintahan.

Utami Nur merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu 
Pemerintaha Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama 
menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegaitan baik regional, 
nasional maupun internasional, selain itu juga aktif untuk menulis 
dan dipublikasikan

Tatryana	Rendi	Ziar	Zhafira	merupakan salah satu alumni 
dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogykarta, yang saat 
ini menjadi salah satu asisten peneliti di Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus 
menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu 
Pemerintahan Uniersitas Muhammadiyah Yogykarta. Lahir di 
Jakarta 28 September 1999, serta sekaligus alumni dari Program Publish
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Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Muhammadiyah Yogykarta pada tahun 2017.

Tiara Khariunnisa merupakan salah satu mahasiswi 
Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan 
program studi Ilmu Pemerintahan. Gelar Strata satu di dapat pada 
tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan 
program studi Ilmu Pemerintahan. Penulis lahir 16 Januari 2000 
di Samarinda, Kalimantan Timur, serta memiliki minat dalam 
bidang penulisan ilmiah sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya.

Helen Dian Fridayani merupakan Alumni Program Studi 
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan 
gelar Sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master di 
dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun. 
Sekarang penulis sedang menyelesaikan pendidikan doctor 
pada Program Studi Ekonomi Politik, Universitas Nasional 
Cheng Kung (NCKU), Taiwan dan sebagai Asisten Peneliti dan 
Asisten Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta.

Vindhi Putri Pratiwi merupakan Alumni Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Sarjana 
di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019 dan gelar Master di dapat 
dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan tahun 2021. 
Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di 
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Selain penulis juga aktif melakukan publikasi pada 
jurnal nasional dan internasional.
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Suswanta merupakan Dosen Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata 
Kelola Pemerintah Desa, Politik Islam. Gelar sarjana di dapat 
dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi 
Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada dan gelar 
Doktor di dapat dari Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan 
Universitas Gadjah Mada Selama mengajar di Program Studi 
Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata 
Kelola Pemerintah Desa dan Penelitian Kualitatif.

Moch Edward Trias Pahlevi merupakan Alumni Program 
Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan 
gelar Sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master 
di dapat dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. 
Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen di 
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Selain penulis juga aktif melakukan publikasi pada 
jurnal nasional terakriditasi atau jurnal internasional serta aktif 
mengikuti kegiatan konferensi nasional dan internasional. Saat 
ini penulis sebagai Koordinator Komite Independen Sadar Pemilu.

Sakir merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Tata Kelola Bencana 
dan Keuangan Publik. Adapun gelar sarjana di dapat dari 
Program Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta tahun 2013, pada tahun 2015 mendapatkan gelar 
Master dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 
Muhammdiyah Yogyakarta. Selama mengajar di Program Studi 
Ilmu Pemerintahan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata 
Kelola Keuangan Pemerintahan, dan Monitoring Evaluasi Kinerja 
Pemerintah. Publish
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Titin Purwaningsih merupakan Dosen Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian Politik 
Dinasti, dan Gender. Gelar sarjana di dapat dari Universitas 
Gadjah Mada, gelar Master dari Program Studi Ilmu Politik 
Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, dan gelar Doktor di dapat 
dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selama 
mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan mengampu Mata 
Kuliah sebagai berikut: Proses Legislasi dan Studi Partai Politik. 

Azka Abdi Amrurobbi merupakan Alumni Program Studi 
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mendapatkan 
gelar Sarjana di dapat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan gelar Master di 
dapat dari Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadja 
Mada. Saat ini penulis menjadi Asisten Peneliti dan Asisten Dosen 
di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta dan Peneliti di Komite Independen Sadar Pemilu.

Fajar Apriani merupakan Dosen Program Studi Administrasi 
Publik, Universitas Mulawarman dengan spesialisasi penelitian 
Public Administration, Public Policy and Gender. Gelar sarjana 
di dapat dari Universitas Mulawarman, gelar Master dari 
Universitas Mulawarman dan Gelar Doktor dari Universitas 
Hasanuddin. Selama mengajar di Program Studi Administrasi 
Publik mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Kebijakan public, 
Keuangan negara dan Administrasi keuangan negara dan daerah.

Reazha Nur Oktavianti merupakan Alumni Program Studi 
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta.

Publish
ed by 

SAMUDRA BIR
U



Demokrasi dan Civil Society 571■

Yeni Rosilawati merupakan Dosen Program Studi Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta dengan spesialisasi penelitian CSR, 
Public Relations and Organizational Development Gelar sarjana di 
dapat dari Universitas Gadjah Mada, gelar Master dari Universitas 
Gadjah Mada dan mendapatkan gelar PhD dari University Sains 
Malaysia. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan 
mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Strategi dan taktik public 
relations, komunikasi organisasi dan pengantar public relations.

Misran merupakan mahasiswa program studi magister 
ilmu pemerintahan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) dengan spesialisasi penelitian komunikasi 
pemeritahan, dan kebijakan public. Gelar sarjana di dapat dari 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) dan saat ini 
sedang melanjutkan studi master di universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta.

Lantip Fajar Utomo merupakan Temporary Staff Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta dan juga merupakan alumni 
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta. Selama menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegiatan 
baik di kampus maupun di luar lingkungan kampus. Semasa 
kuliah melakukan penelitian yang berfokus pada gerakan sosial 
dan ketahanan pangan.

Husni Amriyanto merupakan Dosen di Prodi Hubungan 
Internaisonal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sedang 
menyelesaikan Program Doktor Politik Islam di UMY. 

Bubu Alim Swarga atau kerap disapa Bubu merupakan seorang 
peneliti di Pusat Studi Muhammadiyah (PSM). Pria asal Sulawesi 
Selatan ini memiliki fokus penelitian pada Politik Lokal, Kebijakan 
Publik, Perbandingan Politik dan Politik Internasional di Asia Publish
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Pasifik. Setelah menyelesaikan studi S1 di Ilmu Pemerintahan, 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ia melanjutkan 
S2 Studi Asia Pasifik di Thammasat University, Thailand dengan 
mendapatkan full beasiswa Thai Royal Government Scholarship 
dari Pemerintah Thailand.

Melania Novitasari merupakan mahasiswa Progtam 
Study Administrasi Publik, Semester 6 di Universitas ‘Aisyiyah 
Yogyakarta. Lahir di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi 
Yogyakarta, 4 Januari 2000. Ia juga bergabung dalam Organisasi 
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tulisan ini berangkat dari 
keresahan masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan 
kasus kekerasan seksual yang ada di lingkup perguruan tinggi.

Eli Kardilla merupakan mahasiswa Administrasi Publik 
semester 6 Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta. Lahir di Berau, 
06 November 2000. Ia merupakan mahasiswa yang aktif di 
organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tulisan ini 
berangkat dari keresahannya terkait sistem pencegahan dan 
penanganan kejahatan seksual yang terkesan tidak pro kepada 
korban. Maka dari itu tulisan ini hadir berangkat dari urgensi 
Permendikbud No. 30 yang perlu disahkan dan disempurnakan 
untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dan 
nyaman.
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uku Demokrasi dan Civil Society: Inovasi Tata Kelola BPemerintahan dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia ini 
mewadahi empat bab pembahasan. Pada bab pertama 

diberikan judul Governance, Krisis, dan Inovasi di Masa Pandemi 
Covid-19 memuat sembilan ar�kel yang sebagian disatukan oleh 
gagasan tentang tata kelola atau kolaborasi dan beragam model 
inovasi serta sebagian ditulis dalam konteks respons atas krisis yang 
terjadi baik bencana alam atau bencana pandemi yang seja�nya tak 
dapat dipisahkan dari kondisi ekologi secara holis�k. 

Pada bab kedua disematkan judul Poli�k Elektoral di Masa 
Pandemi Covid-19 memuat dua tulisan yang sangat monumental 
perihal prak�k demokrasi elektoral dan evaluasi kepemiluan yang 
terdiri dari tulisan Bambang Eka dan Edward Trias P. yang mengoreksi 
prak�k desa an�-poli�k uang perspek�f ne�zen dengan 
mendayagunakan kecanggihan mesin pelacak opini media. 
Sementara Ridho Al-Hamdi dan Sakir menganalisis faktor penyebab 
suara �dak sah dalam pilkada serentak di era pandemik khususnya di 
Kabupaten Sleman. 

Bab ke�ga menghadirkan lima buah tulisan dikerangkai dalam 
judul bab Demokrasi dan Gender di Masa Pandemi Covid-19. 
Demokrasi yang dibaca secara langsung dan menggunakan mesin 
digital atau mengobservasi keragaman dinamika demokrasi di ruang-
ruang cyber poli�cs, juga pembacaan dalam konteks poli�k lokal di era 
desentralisasi sangat menarik karena keragaman situasi poli�k lokal.

Terakhir adalah Bab 4 terdiri dari tujuh ar�kel yang 
mendiskusikan peran masyarakat sipil, kekuatan-kekuatan 
demokra�s, dan arus informasi komunikasi di saat pandemi yang 
mengisyaratkan bahwa diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas 
kekuatan, dan gagasan demokra�sasi informasi untuk mendapatkan 
ketangguhan masyarakat dan tata pemerintahan yang par�sipa�f.
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